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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak segala warga negara, dan negara berkewajiban untuk 

memberikan layanan dan akses pendidikan bagi terwujudnya insan intelektual dan 

berkarakter. Dalam hal ini, pemerintah telah mengaturnya pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2008 bab I pasal 1 ayat (1)  mengatakan “Wajib belajar adalah program pendidikan 

minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah 

dan pemerintah daerah.” Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 ayat (1) dikatakan 

“Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 

yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), 

atau bentuk lain yang sederajat.” Dalam hal penyelenggaran wajib belajar, Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 telah mengaturnya pada bab III  pasal 3 ayat (1)  

“Wajib belajar diselenggarakan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, 

pendidikan non formal, dan pendidikan informal.”  

Dalam bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir yang juga di kenal 

sebagai kota santri, maka tidak heran jika erat kaitanya dengan pendidikan agama sejak 

dini di masyarakat, hal ini selaras dengan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagaamaan, pada bab II pasal 

2 ayat (1)  dikatakan “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu 
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menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.”  Kemudian 

dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan “Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.” 

Kemudian Pasal 5 ayat (3) juga betapa pentingnya pendidikan agama yakni  “Pendidikan 

agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan 

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 5 ayat (6) dikatakan 

“Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku 

jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, 

dan bertanggung jawab.” 

Masyarakat tentunya berhak memperoleh wajib belajar dan pendidikan agama 

sebagai kebutuhan dan sebagai pembentukan karakter sejak dini, pembentukan karakter 

tentunya harus dilakukan dengan sistem dan bertahap agar mampu memberikan perubahan 

yang lebih baik, dalam hal pembentukan karakter telah diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada bab I pasal 1 ayat (1) 

yang mengatakan: 

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM).” 

 

Pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik akan tercipta 

jika masing-masing elemen saling menopang satu sama lain mulai dari Pemerintah, 

Dinas Pendidikan selaku stakeholder yang mempunyai ruang kerja yang relevan, 

serta peran keluarga, lingkungan dan masyarakat sangat penting karena di ketiga 
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unsur inilah karakter anak mudah terbentuk, jika salah satu elemen tak mampu 

mendukung maka pendidikan karakter tersebut tidak maksimal bagi peserta didik 

Penguatan pendidikan karakter ini mempunyai tujuan yang visioner, hal ini diatur dalam 

bab 1 Pasal 2 Perpres No 87 Tahun 2017:  

a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia 

Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna 

menghadapi dinamika perubahan di masa depan; 

b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan 

karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta 

Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan 

jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman 

budaya Indonesia; 

c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga 

kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam 

mengimplementasikan PPK 

 

 

Tantangan masa depan merupakan hal yang belum bisa diterka, namun kita dituntut 

untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman baik secara cepat ataupun lambat. 

pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjadi bekal bagi seorang peserta didik 

menyiapkan dirinya pada masa yang akan datang, bermodalkan jiwa pancasila dan 

meletakkan pendidikan karakter sebagai tujuan bagi penyelenggara pendidikan merupakan 

hal yang harus dimaksimalkan serta harus diimbangi dengan adanya kompetensi 

pendidikan sehingga penguatan pendidikan karkater mampu memberikan dampak yang 

baik bagi peserta didik. 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada 

bab I Pasal 5 PPK menggunakan 3 prinsip yaitu; 

a. Berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh 

dan terpadu;  

b. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing 

lingkungan pendidikan; dan 

c. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung 

tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti.  pembangunan sektor 

manusia merupakan masalah nasional, itu artinya negara memiliki peran penting untuk 

memperhatikan masyarakat sejak usia dini,  dalam hal pembentukan karakter yang baik 

tentunya agama yang di akui di Indonesia tentunya telah mengatur pengikutnya untuk 

melakukan kebaikan, sesama manusia harus sopan santun misalnya, hubungan dengan 

lingkungan harus menjaga keasriannya, pun dalam agama islam, karakter sopan santun, 

menghormati sesama, menghargai satu sama lain, tolong menolong, menjaga lingkungan 

semuanya telah diatur dalam fiqih kehidupan atau dasar-dasar bagaimana kita seharusnya 

menjalani hidup dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya, 

sederhananya, karakter baik seseorang adalah output ketika seseorang mampu mengambil 

pelajaran dari bidang agama terutama belajar fiqih islam. Pendidikan nilai-nilai keagamaan 

(Islam) dan pembentukan karakater seorang anak merupakan tanggung jawab dari 

lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial masyarakat.  

a. Lingkungan Keluarga 

Secara otomatis dan natural akan mengenalkan pada anak mulai dari nama benda-

benda dan cara mengucapkannya yang benar, cara makan minum yang benar, cara 

menghormati yang benar, cara menulis, cara menggambar dan cara beribadah dan 

sebagainya, sebagai dasar bagi anak dalam memasuki dunia formal (sekolah dan 

lingkungan masyarakat) nantinya. Pada prinsipnya pendidikan dalam keluarga adalah 

untuk membantu anak bagaimana bisa belajar dengan baik. Didalam keluarga juga 

merupakan penanaman utama dasar-dasar moral  bagi anak, yang biasanya tercermin 

dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak.  
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b. Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu pusat pendidikan yang diharapkan bisa 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2 tahun 1989, tentang sistem 

pendidikan nasional). Di dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

sekolah didefinisikan sebagai “Satuan pendidikan yang berjenjang dan  berkesinambungan 

untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar”. Sekolah melakukan pembinaan 

pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas kepercayaan dan tuntutan zaman. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab atas tiga faktor: 

a. Tanggung Jawab Normal Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan 

sesuai fungsi tugas dan tujuan pendidikan harus melaksanakan pembinaan 

menurut ketentuan yang  berlaku.  

b. Tanggung Jawab Keilmuan Sekolah atau madrasah sebagai lembaga 

pendidikan memiliki tanggung  jawab mentransfer pengetahuan kepada 

peserta didik.  

c. Tanggung Jawab Fungsional Sekolah atau madrasah selain harus melakukan 

pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, sekolah juga harus bertanggung 

jawab melalui pendidik (guru) untuk melaksanakan program yang terstuktur 

di dalam kurikulum 

 

Lembaga pendidikan sebagai wadah yang mempunyai kewenangan mendidik, 

membina dan mentrasnfer ilmu harus memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga apa yang menjadi tujuan dapat 

dimaksimalkan. 

 

c. Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Secara sederhana 

masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh 

kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, 
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peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Masyarakat besar pengaruhnya dalam 

memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau 

penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki 

agar setiap anak dididik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik 

dalam lingkungan keluarganya, anggota sepermainannya, kelompok kelasnya dan 

sekolahnya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai 

warga desa, warga kota dan warga negara. Dengan demikian, di pundak mereka terpikul 

keikutsertaan membimbing  pertumbuhan dan perkembangan anak.  Ini berarti pemimpin 

dan penguasa dari masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan  pendidikan. Sebab tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya 

merupakan tanggung jawab moral dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok sosial. Dalam proses pendidikannya, masyarakat usia dini harus 

diawasi dan selalu diberikan hal-hal yang baik, karena jika terlepas dari pengawasan akan 

berdampak buruk,  femonena perilaku yang tidak wajar atau kenakalan remaja,pengedaran 

dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), serta penyalahgunaan 

media internet merupakan hal-hal yang menyebabkan perilaku anak menyimpang dan 

memiki dampak buruk terhadap perkembangan mental dan parahnya dengan hal-hal 

negatif seperti itu seorang anak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah merilis data statistik kasus pengaduan 

anak berdasarkan klaster perlindungan dari tahun 2011-2016: 

Tabel I: Kasus Kenakalan Remaja 

No Kasus Kenakalan 

Remaja 

Tahun Jumlah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Anak korban tawuran 

pelajar 

20 49 52 113 96 33 361 

2 Anak pelaku tawuran 

pelajar 

64 82 71 46 126 52 441 

3 Anak Sebagai Pelaku 46 53 76 105 81 89 450 
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Kekerasan Fisik 

4 Anak Sebagai Pelaku 

Kekerasan Psikis 

15 11 21 27 22 31 127 

5 Anak Sebagai Pelaku 

Kekerasan Seksual 

123 324 247 561 157 107 1.519 

6 Anak Sebagai Pelaku 

Pembunuhan 

32 46 53 66 36 36 269 

7 Anak Sebagai Pelaku 

Pencurian 

14 92 51 47 81 32 317 

9 Anak Sebagai Pelaku 

Kecelakaan Lalu Lintas 

9 86 48 58 52 51 304 

10 Anak Sebagai Pelaku 

Kepemilikan Senjata 

Tajam 

21 18 28 46 48 17 178 

11 Anak Sebagai Pelaku 

Penculikan 

6 27 21 17 6 6 83 

12 Anak Sebagai Pelaku 

Aborsi 

6 5 14 21 19 33 98 

        Jumlah Kasus dalam 5 Tahun terakhir:  4.147 

Sumber: http://www.kpai.go.id/ tahun 2018 

Fenomena kedua adalah  praktek masyarakat usia dini yang  melakukan peredaran dan 

pemakaian  NAPZA dan ini tentunya membahayakan kesehatan dan mental seorang anak, 

sering kita jumpai di lingkungan masyarakat seorang anak dibawah umur telah  merokok, 

menghisap lem, tentunya ini merupakan masalah serius yang harus ditanggulangi atau 

dicegah dengan kegiatan positif, ada banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya 

menjadikan pendidikan karakter sebagai tumpuan solusi untuk pencegahan hal-hal negatif 

tersebut. Sehingga seorang anak tidak ada waktu untuk memikirkan bahkan melakukan 

hal-hal yang tidak baik. 

Tabel II: Kasus Pemakaian dan Peredaran NAPZA 

No Kasus Pemakaian dan 

Peredaran Narkoba 

Tahun Jumlah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Anak Pengguna 

NAPZA 

34 28 41 63 74 88 328 

2 Anak Pengedar NAPZA 12 17 21 48 31 24 153 

       Jumlah Kasus dalam 5 Tahun terakhir: 481 

Sumber: http://www.kpai.go.id/ tahun 2018 

http://www.kpai.go.id/
http://www.kpai.go.id/
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Fenomena ketiga yang sering kita temui di lingkungan masyarakat, bahwasannya 

seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)  tidak selalu berdampak 

positif, seorang anak cenderung menyalahgunakan media IPTEK sebagai hal-hal yang 

kurang wajar, seperti menonton video yang seharusnya tidak mereka lihat, mendengarkan 

lagu-lagu yang seharusnya mereka tidak dengar, jika hal tersebut tidak di antisipasi sejak 

dini seorang anak lama kelamaan akan mengalami degradasi moral seperti malas 

beribadah, membentak orang tua, malas bersosialisasi dan kurang sopan kepada orang lain.  

Tabel III: Kasus Penyalahgunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

No Kasus 

Penyalahgunaan 

IPTEK 

Tahun Jumlah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Anak Korban Kejahatan 

Seksual Online 

17 11 23 53 133 94 331 

2 Anak Pelaku Kejahatan 

Seksual Online 

8 7 16 42 52 72 197 

3 Anak Korban 

Pornografi dari Media 

Sosial 

107 110 147 163 174 168 869 

4 Anak Pelaku 

Kepemilikan Media 

Pornografi 

(HP/Video,dsb) 

56 47 61 64 104 80 412 

        Jumlah Kasus dalam 5 Tahun terakhir: 1.809 

Sumber: http://www.kpai.go.id/ tahun 2018 

Dari penyajian data diatas selama kurun 6 (enam) tahun terakhir terdapat 6.437 

kasus, dimana angka kenakalan remaja paling tingi dengan 4.147 kasus, penyalahgunaan 

media IPTEK sebanyak 1.809 kasus serta peredaran dan pemakaian NAPZA terdapat 481 

kasus.   ini berarti dapat kita lihat bahwasannya aktifitas negatif seorang anak akan terus 

mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun, mengingat hal negatif tersebut sangat 

dekat dengan kehidupan seorang anak, hal ini tentunya akan membahayakan 

perkembangan fisik dan psikis anak. 

http://www.kpai.go.id/
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Tabel IV: Persentase Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan 

dari Tahun 2011-2016 

 

 

Hal-hal yang menyebabkan seorang berprilaku menyimpang tentunya dapat di 

cegah sejak dini, terkhusus untuk Kabupaten Ogan Ilir sendiri dikenal sebagai kota santri 

yang kehidupan masyarakatnya masih erat dengan pendidikan agamis, tentunya ini menjadi 

point plus tersendiri bagi Kabupaten Ogan Ilir untuk menjadi lingkungan sosial yang 

mempunyai impact terhadap pergaulan anak-anak yang masih dibawah umur, budaya dan 

nilai kehidupan yang ada terus dicontohkan. 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter, Pemerintah Kabupten Ogan Ilir  melihat tingkat urgensi dari 

permasalahan-permasalahan seperti telah dipaparkan di atas, dan tentunya ini akan 

berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Ilir. 

Pembangunan sumbser daya manusia merupakan aset yang akan meneruskan budaya-

budaya baik, nilai-nilai moral yang baik kepada generasi mendatang. Menanamkan 

karakter anak sejak dini menjadi perhatian besar bahkan prioritas Pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir dengan menerapkan program satu desa satu diniyah, berikut jumlah madrasah 

diniyah di Kabupaten Ogan Ilir. 

64% 

28% 

8% 

Data Statistik Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan 

Klaster Perlindungan Dari Tahun 2011-2016 

 
Kasus Kenakalan Remaja

Kasus Penyalahgunaan
IPTEK

Kasus Pengedaran dan
pemakaian napza

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2018 
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Tabel V: Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 

No Kecamatan Jumlah Madrasah Diniyah 

1 Kandis 12 

2 Tanjung Raja 15 

3 Indralaya Selatan 13 

4 Tanjung Batu 19 

5 Muara Kuang 13 

6 Pemulutan Selatan 15 

7 Rantau Alay 13 

8 Indralaya Utara 16 

9 Indralaya 6 

10 Payaraman 11 

11 Pemulutan 25 

12 Sungai Pinang 12 

13 Rambang Kuang 13 

14 Rantau Panjang 11 

15 Pemulutan Barat 12 

16 Lubuk keliat 12 

Jumlah 16 Kecamatan 218 Madrasah Diniyah 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuten Ogan Ilir Tahun 2018 

   Dari data di atas kita bisa lihat keseriusan Pemerintah Ogan Ilir utnuk memberikan 

solusi dari permasalahan karakter anak-anak sejak usia dini, sehingga dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menetapkan kebijakan Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non 

Formal Madrasah Diniyah.  

Menurut Dunn dalam (Sulistio, 2013 : 23) “proses perumusan kebijakan publik 

merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan.” Sehingga untuk 

mendapatkan kebijakan yang sesuai harapan semua pihak tentu perlu dikatahui pentingnya 

proses formulasi kebijakan itu sendiri, hal ini dikarenakan proses formulasi merupakan 

proses pembuatan kebijakan maka jika proses formulasi dilakukan dengan sebaik-baiknya 

maka akan menciptakan hasil kebijakan yang baik pula. Oleh karena itu fokus penelitian 

pada formulasi kebijakan dipilih karena hal ini merupakan proses yang fundamental bagi 

pembentukan sebuah kebijakan satu desa satu diniyah. Berdasarkan permasalahan yang 
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telah diuraikan, penulis akan mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan judul “Formulasi 

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal 

Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana Formulasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Formulasi 

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal 

Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi 

negara dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan, 

khususnya mengenai formulasi kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui 

jalur pendidikan non formal madrasah diniyah  

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi para stakeholder, khususnya dalam 

hal penguatan pendidikan karakter peserta didik, dari sudut pandang kajian 

kebijakan publik serta dapat memberikan feedback (umpan balik) bagi aktor 

kebijakan pembuatan peraturan penguatan pendidikan karakter melalui jalur 

pendidikan non formal madrasah diniyah di Kabupaten Ogan Ilir. 
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